KELEMBAGAAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN DI INDONESIA

#9 WINNY ASTUTI. MK. TEORI DAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PERUMAHAN




PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Penyelenggaraan Perumahan
(PP RI NOMOR 14 TAHUN 2016) :

perencanaan |pembangunan| pemanfaatan | pengendalian
Perumahan Perumahan Perumahan Perumahan




|. PERENCANAAN PERUMAHAN

Ditetapkan dalam
RPJP, RPJM, RKP

Memenuhi
kebutuhan rumah
dan keterpaduan

inftastruktur

Lembaga

Lembaga

Lembaga

Kerjasama
dg lembaga

Kerjasama
dg Lembaga
terkait

Kerjasama
dg Lembaga
terkait



2. PEMBANGUNAN PERUMAHAN

* teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan

* Upaya penataan pola dan struktur ruang pembangunan Rumah
beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang terpadu

peningkatan kualitas * upaya penanganan dan pencegahan terhadap Perumahan Kumuh
Perumahan dan Permukiman Kumuh serta penurunan kualitaslingkungan.




3. PEMANFAATAN PERUMAHAN

pemanfaatan Rumah;

pemanfaatan Prasarana, dan Sarana Perumahan

pelestarian Rumah, Perumahan, serta Prasarana dan
Sarana Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan




4. PENGENDALIAN PERUMAHAN

Ijindyangfeliist:cen S KPF.)
e terkait

kesesuaian
perencanaan S K P D

Perumahan dengan

e terkait

tata ruang wilayah

menjamin

pembangunan Perumahan S K P D
yang layak huni sehat, aman,

serasi, dan teratur serta

mencpeeg::rzenr;?]dinya te r I(a i t

kualitas Perumahan



PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (UU 23/ 2014)

Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota
Perumahan a. Penyediaan rumah bagi a. Penyediaan dan rehabilitasi a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah
masyarakat berpenghasilan rumah korban bencana korban bencana kabupaten'kota
rendah (MBR) provinsi b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi
b. Penyediaan dan rehahilitasi b. Fasilitasi penyediaan rumah masyarakat yvang terkena relokasi
rumah korban bencana nasional bagi masyarakat yang program Pemerintah Daerah
c. Fasilitasi penyediaan rumah baagi terkena relokasi program Kabupaten/Kota
masyarakat yvang terkena relokasi Pemerintah Daerah provinsi c. Penerbitan izin pembangunan dan
program Pemerintah Pusat pengemibangan perumahan
d. Pengembangan sistem d. Penerhitan sertifikat kepemilikan
pembiayaan perumahan bagi bangunan gedung
MBR

1. Apakah Pemerintah Pusat memiliki kapasitas untuk dapat melakukan

hal tersebut?
Pemerintah Pusat Apakah penyediaan rumah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat

2.
benanggung jawab Untuk akan sesuai dEﬂgaﬂ kebutuhan dan karakternstik daerah®?
» 3.

T anggung jawab besar!

Apakah penyediaan rumah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat
dapat menjawab kebutuhan angka kekurangan rumah secara efektif
dan efisien?

menyediakan rumah bagi
MBR, sedangkan target

pembangunan sangat
besar Membuiuhkan dukungan mitra kerja di daerah



DASAR HUKUM

Lingkup Pemumahan dan Kawasan Permmukiman sangat bersifat Multisekior dan Multi Aktor

Lingkup PKFP dalam UU 1 Tahun 2011 Kunci Pemberdayaan PEKFP menumnut UM HABITAT

Pembinaan Penyelenggaraan Pemeliharaan Lahan Pembiayaan Industri Konstuksi
Perbaikan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kunmuh Bal R Ketersediaan Infrastrukdur
Pemyediaan Tanah Pendanaan dan Sistem Pembiayaan

Kerangka Regulasi
Peningkatan Peran Masyarakat

TANTANGAN TARGET PEMBANGUMNAN: 100-0-100 ; Sejuta Rumah, RTLH

TIDAK MUNGKIN DAPAT BERJALAN SENDIRI

I Membutuhkan pelibatan peran dari lembaga pemerintah
: (pusat dan daerah) dan non pemerintah untuk berpartisipasi

Tusi “KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN"




TIPOLOGI LEMBAGA DALAM PENYEDIAAN PERUMAHAN

Lembaga Pemerintah

LEMBAGA

(PerMen PUPR 15/2015, Ps. 655 =
Subdit Kemitraan dan
Kelembagaan, Dit. Perencanaan
Penyediaan Perumahan) Lembaga Non

Pemerintah




JENIS LEMBAGA DI BIDANG PERUMAHAN
LEMBAGA

Non Pemerintah

Badan Usaha/

Swasta: BUMN, Masyarakat
BUMD, Akademisi (P3SRS, - Pusat (K/L)

perusahaan (peneliti, kelompok

PMDN/PMA pemerhati) masyarakat,
) LSM)

- Daerah (OPD)

Pengembang




PERAN LEMBAGA

Pemerintah )

Pemerintah Pusat, Pemda

< N

2 ) Swasta
BUMN/BUMD, Perbankan,

Pengembang, Industri
. Pengembangan kawasan

. Supplier perumahan

. Dukungan Pembiayaan A
Masyarakat
. Pengguna/Konsumen Perumahan
(sisi demand perumahan)
. Sumberinspirasifinovasi

(kualitas, fungsi, estetika, harga)

. Regulator bagi Penyedia Perumahan
. Dukungan Pendanaan & Pembiayaan

. Supplier Perumahan _/

vy Akademisi

Universitas & Badan
Penelitian
- Riset &

Inovasi Teknologi




WUJUD KEGIATAN BIDANG KELEMBAGAAN

— » Kerja sama pengembangan * Pembentukan& pendampingan
Z w8 sektor/ bidang (kerja sama lembaga perumahan
§ >4 bilateral, multilateral) « Training of Trainers (ToT),
5} » Penyelenggaraan event pelatihan
Iﬂ_: kolaboratif » Bimbingan Teknis
E S: * Pembangunan fisik (rumah » Review/ evaluasi
. Y susal:jn, khusus, rumah penyelenggaraan
oWl : : - Sosialisasi
L'l - Penjajakan bermitra/chanelling

* Penyusunan modul/pedoman

dalam penyediaan perumahan




KERJASAMA / KEMITRAAN BIDANG PERUMAHAN

Masyarakat

Penyediaan
Perumahan

Badan
usaha (milik
negara atau

swasta)




KERJASAMA BERBASIS PROGRAM DAN TUPOKSI

Bantuan: DJ

t;aSnL?unan fisik Perimahan

Pasca:
Pembangunan W CPEED

Dokumen legal rumah (susun, D:nheﬁ;n;eégsaquf
kerja sama khusus); E}pemda o
tugas/ft_mga lembaga hon
spesifik pemerintah)

pemerintah

- Perizinan, dll.



KERJASAMA BERBAGAI PROGRAM

INSTANSI HAL

KEMENTERIAN/ Kementerian Agama Pendayagunaan tanah wakaf untuk rusun MBR
II"-\IEEEQEA Kementerian Pertahanan (TNI) Pembangunan rumah khusus

Kementerian Pariwisata Pembangunan homestay

Kementerian Sekretariat Negara Pembangunanrumah susun

Kementerian Riset, Teknologi, Pembangunan asramamahasiswa

dan Pendidikan Tingagi

Kepolisian Negara Rl Pembangunan rumah negara, rusun, rusus

Kejaksaan Agung Pembangunan rusun

Kementerian ESDM Jaringan gas bumi untuk Rusun Kemayoran

BPS Pendataan

BKKBN Pendataan

TNP2ZK Pendataan

BNPB Penanggulangan bencana
PEMDA Provinsi DKI Jakarta Pembangunan rusun

BUMN Perum Perumnas Pengelolaanrusunawa



TINDAK LANJUT KERJASAMA

Ditjen
Penyediaan Pihak mitra
Perumaha

i

LoA/MoA

ditindaklanjuti dengan implementasi aktivitas kerja
sama yang telah diikat

o

tidak ditindaklanjuti
dengan aktivitas kerja
sama

30



KPBU (KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA)

Arahan penyelenggaraan
perumahan dan kawasan

permukiman

AMANAT

Perpres No. 28/ 20a15;

Mengakui KPBU sebagaisalah satu
alternatif pem biayaan dalam
penyediaan infrastruktur;

Permen PPN/ BAPFPENMNAS No._4/ 201 5;
Proses & Prosedur KPBU dan Sektor
yvang diperkenankan;

Permendagri No. g6/ 2016;

Mengakui skema Avail ability Payment
sebagai salah satu alternatif
pembiayaan penyediaan infrastruktur
Pemerintah Daerah

Persoalan keterbatasan
kemampuan pendanaan
pemerintah untuk
E ELSCELEL=]1)]
penyelenggaraan dan kawasan
permukiman

PERLUNYA MELAKUKAN
PENGEMBANMNGAN KERJASANMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN

UsAHA (KPBU) DI BIDANG
PERUMAHAN




POKJA PKP (PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN)

SK Bappenas Undang-Undang 1 Tahun 2011 PP No. 16 Th 2014
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Prazal 121 Lmbags Famg Mengoordnasikan Pengembangen Kasssamn Bemkimsn
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Dalam PP 16/ 2014 dijelackan Lembagayang
Surat Keputusan tentang Fembentukan . _ mengoordinasikan pengembangan kawasan
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UNSUR POKJA PKP

Dinas
Daerah

4 N =
= Pokja PKP Provinsi

dan Pokja PKP
Kab/Kota

= Dibentuk melalui SK POKJAPKP
Kepala Daerah Pemerhati

= Forum Stakeholder
sektor PKP

(S /

Akademisi




KERJASAMA ANTAR SEKTOR DAN PELAKU

Keterkaitan Agenda Program/Kegiatan

FProgram
RPJMN Sejuta Rumah
PAMSIMAS/
SANIMAS
DAK
Perumahan

SDG’

= RPJMD
-l Kab/Kota

Goal 6

dan 11

1. Agenda Sejuta Rumah

2. Agenda Kota Tanpa Kumuh

3. Agenda Universal Akses Air Minum
dan Sanitasi




PEMBAGIAN PERAN POKJA PKP PUSAT DAN DAERAH

PUSAT PROVINSI KAB/KOTA




BADAN PENGELOLA RUSUN

Penyelenggaraa Rusun Penyelenggaraan Rusun Sewa

Mlllk Untuk Rusun sewa milik swasta, Pengembang tetap

. _ hadir melalui unit pengelola yang dibentuknya
Pengembang harus memfasilitasi

terbentuknya Perhimpunan Untuk Rusun %ewa milik FemerintahJ’Pemda,
Pemilik dan Fenghuni Satuan pengelolaan dilakukan dengan:

Rumah Susun (P3SRS) Menunjuk/membentuk UPTD di bawah dinas
P3SRS akan membentuk unit Menunjuk BUMN (Perumnas)

pengelola, dan dapat menunjuk Membentuk BUMD

pgngemhan_g, atau badan usaha Bagi Lembaga Non Pemerintah Daerah, pengelolaan
lain sebagai Badan Pengelola Rumah Susun Sewa dilakukan dengan menunjuk
masing-masing unit pengelolanya.



PERUM -PERUMNAS (PP NO 83/ 2015)

NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT AGENCY
PENGELOLA PERUMAHAN & PERMUKIMAN NASIONAL

TUGAS UTAMA :

- INERGI DENGAN :

— LAND BANK _
o Pengelola Lahan Pemerintah ) Pemerintah Daerah
( HOUSING & URBAN DEVELOPER k Pemerintah Kok
Rumah | Permukiman
| INDUK PERUSAHAAN |-— o Peremajaan / Peningkatan Kualitas Kawasan — BUMN
— Pembukaan Kota Baru .5_’\' I I
BUILDING / ESTATE MANAGEMENT Instansi Pemerintah
- o PE"E;:;ET:;L?: H ) - Swasta Nasional /Asing
8 (- Building / Estate Management N 8 KERJASAMA DENGAN :
- Developer ‘ ‘
- ANAKPERUSAHAAN  Contractor . BUMN /BUMD
- Utilities | SwastaNasional |
- Building Accesories | Swasta Asing |
- K - LandBank j —

Sumber : Perumnas



Pasal 3 ayat (2a)
Pasal 9 ayat (1) sd (6)
Pasal 12 ayat (2a)
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Jelaskan Bagaimana Kerjasama Kelembagaan
dalam Pembangunan Perumahan

SEKUNgUS Peranuana aarn swaswa
contohnya perbankan yang akan

yang berpenghasilan rendah memiliki
tempat tinggal yang cukup layak
dengan cara membangun rusun

swasta sebagai penyelenggara
pembangunan dan pengembangan

membantu dalam pendanaan kawasan perumahan

pembangunan perumahan karena

adanya keterbatasan pembiayaan.

perumnas sebagai developer
pemerintah : penyedia perumahan
sederhana dan menengah. REl sbg
developer swasta : penyedia
perumahan sederhana, menengah,
dan mewah.
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REFERENSI

=  Kemitraan dan Kelembagaan Bidang Perumahan. https://bpsdm.pu.go.id/center/

= PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

= NOMOR I3 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

= PP no 83/ 2015 tentang Perum Perumnas

m  Sumber lain
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